PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :%0/i.278 /1) TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja
pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien,
diperlukan  standar operasional prosedur
penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
pada Badan Keuangan Daerah;

Mengingat 2 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5038j;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
(Business Process);



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Badan Keuangan
Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA - Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan (pengelolaan proses
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang
dijalankan oleh organisasi pemerintah) sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO, S. Sos., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,;
4. Arsip.
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP (900 /1-287/1/2023

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023

Tanggal Revisi (ditinjau kembali)

Tanggal Pengesahan 2 Januari 2023

|
Disahkan Oleh / Kepala BKD Kabupaten Karanganyar

KURNIADI MAULATO, S.So0s.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

BIDANG PENDATAAN, PENGOLAHAN, DAN PENET APAN

Nama SOP Pelayanan Pajak Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan

’\l DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

_ Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun
2010 Tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

_ Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang
Pctunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2010 Tentang Pajak Bea Perolenan Hak Atas Tanah dan
FHangunan

- Pendidikan minimal D3

— Mampu mengoperasikan PC

— Berpenampilan menarik

— Menguasai teknis pelayanan

— Menonasai aplikasi pelayanan BPHTB

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Serrua SOP tentang Pajak Daerah yang dimiliki oleh BKD harus
dikuasai

_ Alat tulis kantor, komputer, printer
_ Dokumen BPHTB softcopy dan hardcopy

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Pelayanan Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tidak dapat
terl aksana dengan baik.

— Agenda surat permohonan pelayanan
— Pengarsipan softfile dan hardfile




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BPHTB
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BUKU

Wajib
Pajak

Petugas
Pelayanan/Sub
bid. Pendataan

Subbid.
Pengolahan

Subbid.
Pemeriksaan

Kepala Bidang
Pendataan,
Pengolahan dan
Penetapan.

Kelengkapan

KET

Waktu | Output

MULAI

L]

|

Wijib pajak / Kuasa WP mengisi data ke Aplikasi E-
BPHTB dilampiri dokumen pendukung dan mengajukan
surat permohonan ke petugas pelayanan.

h 4

Berkas
Permohonan
dan dokumen
pendukung

5 menit | Tanda
terima
permoh
onan

Pedugas Pelayanan menerima, meneliti, menerbitkan

tanda terima dan meneruskan permohonan. Berkas yang
titak lengkap dikembalikan ke wajib pajak/ kuasa WP
untuk dilengkapi, sedangkan berkas yang sudah lengkap
diverifikasi oleh Kasubbid. Pendataan dan selanjutnya
diserahkan ke Kasubbid. Pengolahan.

LY

Berkas

15
menit

gmo?mm

Kasubbid. Pengolahan melaksanakan penelitian kantor
bekas permohonan beserta lampiran terkait kesesuaian
data bumi dan bangunan di SPPT PBB — P2 yang
diampirkan dengan data pada sertifikat. berkas yang
divatakan felah sesuai, selanjuinya diserahkan ke
Nastibbid. peiiiciinsaan.

Berkas

15 Berkas

menit

kasubbid. Pecngolahan dapat melakukan penclitian
lapangan berkas permohonan terkait Kesesuaian data
bumi dan bangunan di SPPT PBB yang dilampirkan
dengan data di sertifikat. setelah berkas dinyatakan sesuai
schanjutnya diserahkan ke Kasubbid pemeriksaan.

Berkas

|

2 hari Berkas

Kisubbid. Pemeriksaan melakukan pemeriksaan terkait
pehitungan dan pengenaan sesuai berkas permohonan
yang diajukan, selanjutnya diserahkan ke Kabid
Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.

h 4

Berkas

15 Berkas

menit

Kibid Pendataan, Pengolahan dan Penetapan melakukan
vilidasi berkas permohonan (SSPD BPHTB) dan
selanjutnya dikembalikan ke Petugas Pelayanan.

v

Berkas

5 menit | Berkas




7 7. Petugas Pelayanan menerima berkas pemohonan (SSPD Berkas 10 Berkas
BPHTB) hasil yang sudah divalidasi selanjutnya serahkan menit
ke pada wajib pajak/ kuasa WP.
8. Wajib Pajak Menerima SSPD BPHTB. Berkas 5 menit | Berkas

SELESAI




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP 900 /1.286 /1 /2023

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023

Tanggal Revisi (ditinjau kembali)

Tanggal Pengesahan 2 Januari 2023

Disahkan Oleh Kepala BKD Kabupaten Karanganyar

KURNIADI MAULATO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

BIDANG PENDATAAN, PENGOLAHAN, DAN PENETAPAN

Nama SOP Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

— Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

— Peraturan Bupati Karanganyar No. 8 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

— Pendidikan minimal D3

— Mampu mengoperasikan PC

— Berpenampilan menarik

— Menguasai teknis pelayanan

— Menguasai aplikasi pelayanan PBB, SISMIOP dan Smart Map

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Semua SOP tentang Pajak Daerah yang dimiliki oleh BKD harus
dikuasai

— Alat tulis kantor, komputer, printer
— Dokumen PBB softcopy dan hardcopy

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat
terlaksana dengan baik.

— Agenda surat permohonan pelayanan
— Pengarsipan softfile dan hardfile




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Petugas : . KET
Wajib Pajak | Pelayanan/Subbid. woﬁsmmm\m:ga. PranzasSulhi o Kelengkapan Waktu Output
Pengolahan Penetapan Badan
Pendataan
e ]
2 Wajib pajak mengisi Surat Permohonan SPPT PBB - P2 Berkas 5 menit Tanda
dilampiri dengan copy sertifikat, copy identitas diri, copy ¥ Permohonan Terima
IMB, SPPT PBB-P2 dan atau SPPT PBB - P2 dan dokumen Permohonan
| bersebelahan (pendaftaran baru), surat kuasa dalam hal pendukung
dikuasakan, SPOP dan atau LSPOP. Kemudian diserahkan
i ke Petugas pelayanan.
3 | Petugas pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan Berkas 10 menit Berkas
berkas, Apabila belum lengkap, berkas dikembalikan
kepada Wajib Pajak dan setelah dinyatakan lengkap /
diserahkan ke Subbid. Pengolahan.
4 Subbid Pengolahan  menerima berkas dan dilakukan Berkas | Penelitian | Berkas
terlebih dahulu penelitian kantor dan atau penelitian Kantor 10
iapangan. o | menit dan
g | Penelitian
| Lapangan
_ ﬂ 7_ 1 hari
5 Subbid. Pengolahan menginput di SISMIOP selanjutnya Berkas 10s.d 120 | Berkas
diserah ke Subbid. Penetapan. menit
5 Subbid. penetapan menerima berkas permohonan yang Berkas 10s.d20 | Berkas
sudah di input di SISMIOP selanjutnya dilakukan > menit
penetapan dan dicetak SPPT PBB - P2 hasil permohonan.
6 Subbid. Penetapan membuat Surat Keputusan, dan Tanda Berkas 10s.d 120 | Berkas
Terima penyerahan SPPT PBB - P2 hasil permohonan menit
selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan.
7 Kepala Badan menerima SPPT PBB - P2 dan ditanda Berkas 5 menit Berkas
tangani selanjutnya diserahkan ke Petugas Pelayanan
untuk diserahkan ke wajib pajak.




8 | Petugas Pelayanan menerima SPPT PBB - P2 hasil Berkas 10 menit Berkas
permohonan, Surat Keputusan, dan Tanda Terima -
penyerahan SPPT PBB-P2. SPPT PBB - P2 hasil I
permohonan  disampaikan kepada Wajib Pajak dengan
menandatangani tanda terima penyerahan SPPT PBB - P2.
9 | Wajib pajak menerima SPPT PBB - P2. SPPT PBB-P2 | 5 menit SPPT PBB -
P2

10 | SELESAI ﬂu




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP 900 /1.29¢ /SOP/1/2023

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 2 Januari 2023

Disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

Nama SOP Penagihan Pajak

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

MEBEP R

Pajak Hotel Perda No. 4/2010

Pajak Restoran Perda No. 5/2010

Pajak Reklame Perda No. 7/2010

Pajak Parkir Perda No. 13/2010

Pajak Air Bawah tanah Perda No. 9/2010
Pajak Penerangan Jalan Perda No. 10/2010

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perda
No. 11/2010

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Perda No. 14/2010

1. Memahami Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Memahami Prosedur dan tata urutan Proses penagihan Pajak-pajak daerah

3. Mampu memahami Prosedur dan Mengoprasikan Sistem Penagihan Pajak Daerah
melalui Sistem Informasi Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah




9. PBB perda No. 3/2012
10. Pajak Hiburan Perda No. 1/2018

Keterkaitan :

Peralatan dan Kelengkapan

1.Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Computer Server dan Client (Komputer PC)

. Printer Laserjet

. Flash Disk

LINTAS BAGIAN

. Bidang Akuntansi BKD

. Bidang PKP BKD

. Bidang PPP BKD

. Inspektorat Kabupaten Karanganyar

. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar

P ON~BRA®

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan Laporan Keuangan
OPD tidak dapat tersaji secara valid

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PELAKSANA MUTU BAKU KET
NO KEGIATAN , Kepala Bidang
Staf Wmm_ Penagihan, Keberatann .Wav pe Bupati Kelengkapan Waktu Output
Penagihan i Dinas BKD
dan Pemeriksaan
1 Wajib Pajak tidak
membayar pajak setelah
jatuh tempo pembayaran
P Pembuatan draft SK — Daftar Pemantauan dari | 7 Hari | Draft Surat
Teguran . aplikasi pajak daerah Setelah | Teguran
- Jatuh pada WP
w tempo
pajak
3 Pengecekan terhadap draft | A Paraf l hari | Draft Surat
surat teguran i Af/\ > p—t Teguran
:a&m, ’ maEE yang sudah
setuju _ diparaf
4 Persetujuan surat teguran B A\\f/. , Paraf 1 hari Surat teguran
untuk ditanda tangani ) . ™ yang  siap
Tidak setuju
dttd
5 Tanda  Tangan  Surat - Draft surat teguran yang | 1 hari Surat teguran
Teguran sudah diparaf dan disetujui final
6 Pengiriman surat teguran IS : - 2 Surat Teguran 1 hari Surat teguran

ke WP

final




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP 9c0/1.296/ SOP/ 2023

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kargnganyar

KURNIADI Z>Cr>m,o, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. Hwﬂoompo 199003 1 006

Nama SOP Keberatan dan Banding

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

2 BB s W B8 W

i

Pajak Hotel Perda No. 4/2010

Pajak Restoran Perda No. 5/2010

Pajak Reklame Perda No. 7/2010

Pajak Parkir Perda No. 13/2010

Pajak Air Bawah tanah Perda No. 9/2010
Pajak Penerangan Jalan Perda No. 10/2010

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perda No.
11/2010

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Perda No. 14/2010

1. Memahami Pedoman Pengelolaan Pajak Daerah.

2. Memahami Prosedur dan tata urutan Proses Keberatan dan Banding Pajak-
pajak daerah

3. Mampu memahami Prosedur dan Mengoprasikan Sistem pengelolaan Pajak
Daerah melalui Sistem Informasi Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah




9. PBB perda No. 3/2012
10. Pajak Hiburan Perda No. 1/2018

Keterkaitan :

Peralatan dan Kelengkapan

1.Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Computer Server dan Client (Komputer PC)

. Printer Laserjet

. Flash Disk

LINTAS BAGIAN

. Bidang Akuntansi BKD

. Bidang PKP BKD

. Bidang PPP BKD

. Inspektorat Kabupaten Karanganyar

. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar

[N S )

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan Laporan Keuangan
OPD tidak dapat tersaji secara valid

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




SOP Bagan Alir Prosedur Keberatan Pajak

Uraian

Wajib Pajak

Badan Keuangan Daerah

Wajib pajak mengajukan keberatan ke
Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah,
untuk keberatan kolektif diajukan lewat
Kepala Desa / Kelurahan.

Dilakukan penelitian kelengkapan
persyaratan yang diajukan oleh wajib pajak,
apabila masih terdapat kekurangan, Berkas
dikembalikan. Selanjutnya apabila
persyaratan sudah dipenuhi maka wajib
pajak dapat mengajukan kembali.

Tim keberatan melakukan penelitian kantor
atas pengajuan keberatan dari wajib pajak,
apabila diperlukan tambahan data maka
dapat dilakukan penelitian lapangan, kepada
wajib pajak diminta bantuannya untuk
mendampingi Tim.

Tim membuat Laporan Hasil Penelitian (LHP)

yang disampaikan ke Kepala Badan
Keuangan Daerah.
Kepala Badan Keuangan Daerah

mengeluarkan Surat Keputusan keberatan
kepada wajib pajak atas dasar Laporan Hasil
Penelitian (LHP) dari Tim

Surat Keputusan Keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagaian,
menolak atau menambah besarnya pajak.

Wajib Pajak

\ 4

A

Fungsi
Pelayanan

Ka. BKD

Sub

bid Keberatan

Berkas tidak
lengkap

Penelitian
Berkas

Berkas lengkap, Penelitian
Kantor/Lapangan dari Tim

LHP Tim ke Ka.

RKN

H

Ka.

Surat Keputusan

BKD




Nomor SOP o0 /1-297 / SOP /2023
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023
Tanggal Revisi -
(ditinjau kembali)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ~fmgigel Fetgesahan | 2 Tenpgereos i
BADAN KEUANGAN DAERAH Disahkan Oleh Kepala BKD Wmcﬁwm&as Karanganyar
KURNIADI MAULATO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1970510 199003 1 006
BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PEMERIKSAAN Nama SOP Pemeriksaan Atas Kelebihan
Pembayaran PBB/Pajak-Pajak Daerah
Lainnya
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.

- | Pendidikan minimal D3
- | Mampu mengoprasikan PC
- | Menguasai teknis dan tata cara pemeriksaan pajak daerah

- | Menguasai ketentuan umum perpajakan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN
ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB/PAJAK-PAJAK DAERAH LAINNYA

NO

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Wajib
Pajak

Ka. Sub Bidang

Kepala Sub Penetapan

; Bidang melalui Kepala

vnwmxwmm: MMMMWMJM:: Pemeriksaan Bidang Kepala BKD Kelengkapan Waktu Gt
o o Keberatan dan Pendataan,

Daerah " amﬂ Banding Pengolahan dan
emeriksaan Penetapan

Kepala
Petugas Bidang

KET

Mulai

Wajib  Pajak membuat Surat
Permohonan dan Berkas
Persyaratannya, selanjutnya
diserahkan ke Petugas Pelayanan
Pajak Daerah

180 Konsep Keputusan

Dokumen Pelaksanaan Al Kepala Badan

Anggaran(DPA)

Petugas Pelayanan Pajak Daerah
menerima  Surat  Permohonan
dan Berkas Persyaratan. Apabila
belum lengkap, berkas
dikembalikan  kepada  Wajib
Pajak dan setelah dinyatakan
lengkap diserahkan ke Kepala
BKD untuk didisposisi ke
Kepala Bidang Penagihan,
Keberatan dan Pemeriksaan

Konsep Keputusan
Konsep keputusan Kepala 60 menit ansel Iep

Badan Kepala Badan

Kepala  Bidang  Penagihan,
Keberatan dan  Pemeriksaan
menerima  Surat  Permohonan
dan Berkas Persyaratan yang
dinyatakan  lengkap hasil
disposisi  dari Kepala BKD
selanjutnya diserahkan Kepala
Sub Bidang Pemeriksaan
Keberatan dan Banding

Konsep Keputusan Kepala 10 menit Keputusan Kepala
Badan Badan

A




Kepala Sub Bidang
Pemeriksaan Keberatan dan
Banding  menerima  Surat
Permohonan dan Berkas
Persyaratan

Keputusan Kepala Badan
danBuku Kendali

menit

Data obyek pajak

Kepala Sub Bidang P
Pemeriksaan Keberatan dan
Banding meneliti dan membuat
Konsep SP2PBB/Pajak
selanjutkan diserahkan ke Kepala
Bidang Penagihan, Keberatan dan
Pemeriksaan

Data obyek pajak

120
menit

Konsep Surat perintah
tugas dan Surat
pemberitahuan

Kepala  Bidang  Penagihan,
Keberatan dan  Pemeriksaan
menetima, meneliti dan
memparaf SP2  Pajak Daerah,
selanjutnya diserahkan ke Kepala
BKD

Konsep Surat perintah
tugas danSurat
pemberitahuan

50 menit

Konsep Surat perintah
tugas dan Surat
pemberitahuan

Kepala BKD Menerima SP2
Pajak Daerah, menyetujui,
dan menandatangani SP2
Pajak Daerah, selanjutnya
diserahkan ke Kepala Sub
Bidang Pemeriksaan
Keberatan dan Banding

Konsep Surat perintah
tugas danSurat
pemberitahuan

10 menit

Surat perintah tugas
dan Surat
pemberitahuan

Kepala Sub Bidang
Pemeriksaan Keberatan dan
Banding menerima SP2 dari
Kepala BKD sebagai dasar
Melakukan Pemeriksaan

Surat Perintah Tugas

300
menit

Dokumen

Dokumen terdiri
dari : Surat
Pemberitahuan
Pemeriksaan, Tanda
Pengenal, Blanko
KertasKerja
Pemeriksaan, Pakta
Integritas, Blanko
Surat

Melakukan Pemeriksaan dan
membuat LHP. Selanjutnya
LHP diserahkan ke Kepala
Bidang Penagihan, Keberatan
dan Pemeriksaan

Surat
Pemberitahuan
pemeriksaan
pajak

60 menit

Tanda terima

Kepala  Bidang  Penagihan,
Keberatan dan  Pemeriksaan
Menerima, meneliti dan

Surat Perintah Tugas,
Tanda Pengenal, Blanko
Kertas Kerja

300
menit

Berita Acara
Pemeriksaan Pajak




menyetujui  LHP,  selanjutnya
diserahkan ke Ka. Sub Bidang
Penetapan ~ melalui ~ Kepala
Bidang Pendataan, Pengolahan
dan Penetapan

Pemeriksaan, Pakta
Integritas,Blanko Surat
Pernyataan Penolakan
Pemeriksaan

Ka. Sub Bidang  Penetapan
melalui Kepala Bidang
Pendataan, Pengolahan  dan
Penetapan  menerima  LHP
sebagai  dasar  menetapkan
SKPDKB, SKPDLB, SKPDN.
Selanjutnya  diserahkan ke
Wajib Pajak

Dokumen

Kertas Kerja
Pemeriksaan

18.

Wajib Pajak
MenerimaSKPDKB,
SKPDLB, SKPDN.

Berita Acara Pemeriksaan
Pajak

60 menit

SKPDKB dan/atau
SKPDN

Mengagendakan dan
mengarsipkandokumen

20

menit

20.

Selesai




Nomor SOP 900 / 1.298 / SOP /2023
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023
Tanggal Revisi -
(ditinjau kembali)
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR Tanggal Pengesshan | 2 Januasj 323 /
BADAN KEUANGAN DAERAH Disahkan Oleh Kepala BKD Wﬂhc\mos Karanganyar
KURNIADI MAULATO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1970510199003 1 006
BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PEMERIKSAAN Nama SOP Pemeriksaan Untuk Menguji

Kepatuhan Wajib Pajak Pajak-Pajak
Daerah

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.

- | Pendidikan minimal D3
- | Mampu mengoprasikan PC
- | Menguasai teknis dan tata cara pemeriksaan pajak daerah

- | Menguasai ketentuan umum perpajakan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
WAIJIB PAJAK PAJAK-PAJAK DAERAH

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala Bidang
Penagihan,
Keberatan  dan
Pemeriksaan

Kepala
Sub
Bidang
Penagihan

Kepala Sub
Bidang
Pemeriksaan,
Keberatan
dan Banding

Ka. Sub Bidang Penetapan
melalui Kepala Bidang
Pendataan, Pengolahan dan
Penetapan

Kepala BKD

Wajib Pajak

Kelengkapan

Waktu Output

KET

Mulai

MULAI

Kepala Bidang Penagihan,
Keberatan dan Pemeriksaan
melakukan Analisa dan
mengumpulkan Informasi
Mengenai  wajib pajak tidak
melaporkan  pajaknya  atau
berdasarkan pertimbangan
objektif  lainnya  dilakukan
pemeriksaan selanjutnya
diserahkan kepada Kepala Sub
Bidang Pemeriksaan dan
Keberata, dan banding dan
Penagihan

Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran(DPA)

180 Konsep
menit Keputusan
Kepala
Badan

Kepala Sub Bidang
Pemeriksaan Keberatan, dan
Banding  dan Penagihan
menerima Informasi Mengenai
wajib pajak tidak melaporkan
pajaknya  atau  berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya
dilakukan pemeriksaan
selanjutnya

Meneliti
daerah

tunggakan  pajak

Kepala Sub
Pemeriksaan

Bidang
Keberatan




dan banding meneliti dan
membuat Konsep
SP2PD/Pajak selanjutkan
diserahkan ke Kepala Bidang
Penagihan, Keberatan dan
Pemeriksaan

Kepala  Bidang  Penagihan,
Keberatan  dan  Pemeriksaan
menerima, meneliti dan
memparaf SP2 Pajak Daerah,
selanjutnya diserahkan ke Kepala
BKD

Kepala BKD Menerima SP2
Pajak Daerah, menyetujui,
dan menandatangani SP2
Pajak Daerah, selanjutnya
diserahkan ke Kepala Sub
Bidang Pemeriksaan,
Keberatan dan Banding

Kepala Sub Bidang
Pemeriksaan, Keberatan dan
Banding menerima SP2 dari
Kepala BKD sebagai dasar
Melakukan Pemeriksaan

Data obyek pajak

120
menit

Konsep Surat
perintahtugas
dan Surat
pemberitahuan

Melakukan Pemeriksaan dan
membuat LHP. Selanjutnya
LHP diserahkan ke Kepala
Bidang Penagihan, Keberatan
dan Pemeriksaan

Konsep Surat
perintah tugas dan
Surat
pemberitahuan

50 menit

Konsep Surat
perintah tugas
dan Surat
pemberitahuan

Kepala  Bidang  Penagihan,
Keberatan dan  Pemeriksaan
Menerima, meneliti dan
menyetujui  LHP, selanjutnya
diserahkan ke Ka. Sub Bidang
Penetapan  melalui  Kepala
Bidang Pendataan, Pengolahan
dan Penetapan

Konsep Surat
perintah tugas dan
Surat
pemberitahuan

10 menit

Surat perintah
tugasdan
Surat
pemberitahua
n




1L

Ka. Sub Bidang  Penetapan Surat Perintah 300 Dokumen Dokumen terdiri
melalui Kepala Bidang Tugas menit dari : Surat
Pendataan, Pengolahan dan Pemberitahuan
1o%a$mm: i menerima rmﬁu Pemeriksaan,
sebagai asar menetapkan
SKPDKB, SKPDLB. SKPDN. L s
Selanjutnya diserahkan ke Wajib Kerja
Pajak Pemeriksaan,
Pakta Integritas,
Blanko Surat
12. Wajib  Pajak  Menerima Surat 60 menit Tanda terima
SKPDKB, SKPDLB, SKPDN, Pember
itahuan
pemeri
ksaan
pajak
18. Mengagendakan dan Surat Perintah 300 Berita Acara
mengarsipkandokumen Tugas, Tanda menit Pemeriksaa
Pengenal, Blanko n Pajak
b Kertas Kerja
\.._ Pemeriksaan,
Pakta Integritas,
Blanko Surat
Pernyataan
Penolakan
Pemeriksaan
19, Selesai Dokumen Kertas Kerja

SELESAI

Pemeriksaan
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PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGANYAR

BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP 0 4.283/SOP/ 1 /2023
Tanggal 2 Januari 2023
Pembuatan

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 2 Januari 2023

Disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karanganyar

KURNIADI MAULATO, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.-19700510 199003 1 006

Nama SOP Penyusunan KUA PPAS dan APBD

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang SOP
Operasional Prosedur) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

3. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

(Standar

1. Mengetahui rencana target pendapatan tahun berikutnya
berdasarkan potensi pajak/retribusi dari OPD dan
BUMD sebagai bahan penyusunan RKPD;

2. Mengetahui uraian Kebijakan Umum Anggaran dan
besaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara;




S. Perbup Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Keuangan Daerah.

3. Mengetahui jabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ke dalam bentuk Program dan Kegiatan pada masing-
masing OPD di Kabupaten Karanganyar;

4. Mengetahui capaian pelaksanaan atas APBD

Keterkaitan :

Peralatan dan Kelengkapan

1. SOP Rapat Internal

. Lembar Kerja;

. Ruangan rapat internal;

. Komputer, printer, LCD, ATK;

. Aplikasi program SIMDA,

. Data potensi pajak dan retribusi

. Data RKPD tahun berkenaan

. RKA usulan OPD

. Laporan Realisasi Anggaran OPD

. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan
OPD

OO NOULPH WN =

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Apabila Penetapan RKPD mengalami keterlambatan maka akan
mempengaruhi jadwal penyusunan KUA PPAS dan APBD

Disimpan sebagai dokumen penyusunan KUA PPAS dan
APBD




LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP : Penetapan Target Pendapatan, Penyusunan
KUA PPAS dan APBD, Evaluasi Capaian
Pelaksanaan APBD

2. Jenis Kegiatan : Rutin

3. Penanggung Jawab

a. Produk : Bupati
b. Kegiatan : Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD
4. Ruang Lingkup : Pemerintah Kabupaten

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan Penetapan Target Pendapatan
Penyusunan KUA PPAS dan APBD

Evaluasi Capaian Pelaksanaan APBD

o ol

Langkah Awal Persiapan Penetapan Target Pendapatan
Menyusun KUA PPAS berdasarkan RKPD
. Mengkoordinasikan OPD untuk menyusun
RKA sebagai bahan penyusunan RAPBD
4. Mencetak Laporan Realisasi Anggaran dan
Pengawasan Anggaran  Definitif Per
Kegiatan OPD sebagai bahan evaluasi

APBD

PN e

Langkah Utama : 1. Tim Pengarah dan Tim  Teknis
Penyelenggara Koordinasi Perencanaan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
melaksanakan program

2. TAPD dan Sekretariat TAPD melaksanakan

program kegiatan penyusunan KUA PPAS.
3. TAPD dan Sekretariat TAPD melaksanakan
program kegiatan penyusunan RAPBD.
4. Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi
dengan OPD terkait capaian pelaksanaan
APBD.




Langkah Akhir

1. Kegiatan Penetapan Tartget Pendapatan.
Tim Pengarah dan Tim  Teknis
Penyelenggara Koordinasi Perencanaan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
menyampaikan data Target Anggaran
Pendapatan ke BAPERLITBANG untuk
dijadikan data awal penyusunan RKPD

2. Kegiatan Penyusunan KUA PPAS
TAPD menyampaikan draft KUA PPAS ke
DPRD wuntuk dibahas dengan Badan
Anggaran.

3. Kegiatan Penyusunan APBD
TAPD menyampaikan RAPBD ke DPRD
untuk dibahas dengan Badan Anggaran.

4. Evaluasi Capaian Pelaksanaan APBD
Membuat laporan evaluasi atas capaian
pelaksanaan APBD  sebagai bahan
pengambilan kebijakan dalam
penyusunan RKPD perubahan maupun
tahun rencana.

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

A. Penetapan target pendapatan

1. Mengajukan Usulan Tim Pengarah dan
Tim Teknis Penyelenggara Koordinasi
Perencanaan Pengelolaan Pendapatan
Daerah;

2. Menyusun  jadwal kegiatan dan
pembagian tugas Tim;

3. Menyampaikan surat permintaan potensi
pajak/retribusi kepada OPD pengelola
pendapatan daerah dan Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD).

B. Penyusunan KUA PPAS

1. Mengajukan Usulan Tim dan Sekretariat
Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

2. Menyusun jadwal kegiatan dan
pembagian tugas Tim;




3. Menyampaikan surat perintah kepada
OPD untuk melaksanakan proses
penyusunan KUA PPAS.

C. Penyusunan APBD

1. Menyusun jadwal kegiatan dan
pembagian tugas Tim;

2. Menyampaikan surat kepada OPD untuk
melaksanakan proses penyusunan KUA
PPAS.

D. Evaluasi Capaian Pelaksanaan APBD

1. Menyusun jadwal kegiatan dan pembagian
tugas Tim;

2. Menyampaikan undangan rekonsiliasi
kepada OPD dan BUMD untuk
melaksanakan evaluasi capaian
pelaksanaan APBD.

Langkah Utama

A. Penetapan target pendapatan

1. Tim Internal BKD melakukan verifikasi
dan evaluasi data potensi pajak/retribusi
daerah yang dikirimkan OPD pengelola
pendapatan daerah dan BUMD;

2. Tim Pengarah dan Tim  Teknis
Penyelenggara Koordinasi Perencanaan
Pengelolaan Pendapatan Daerah
melakukan pembahasan hasil evaluasi
dan verifikasi data potensi pajak/retribusi
daerah disesuaikan dengan realisasi
penerimaan tahun sebelumnya;

3. OPD pengelola pendapatan daerah dan
BUMD menyampaikan paparan dan
penjelasan potensi penerimaan
pendapatan daerah  yang  dikelola
dihadapan Tim Pengarah dan Tim Teknis
Penyelenggara Koordinasi Perencanaan
Pengelolaan Pendapatan Daerah;

4. Hasil pembahasan rapat koordinasi
dengan Tim Pengarah dan Tim Teknis
Penyelenggara Koordinasi Perencanaan
Pengelolaan Pendapatan Daerah OPD
pengelola pendapatan daerah dan BUMD
ditetapkan sebagai target pendapatan
tahun berikutnya, sesuai potensi yang
ada.

B. Penyusunan KUA PPAS




. Tim SSH melakukan koordinasi dan

menghimpun data usulan harga yang
diusulkan OPD sebagai bahan
penyusunan Pra RKA/ RKA SKPD.

. Tim Sekretariat TAPD melakukan

koordinasi dan menghimpun data yang
disusun oleh OPD melalui Aplikasi
Perencananan dan Penganggaran sebagai
bahan penyusunan Rancangan KUA
PPAS;

. TAPD melakukan evaluasi atas

Rancangan KUA PPAS yang disusun oleh
Tim Sekretariat TAPD;

TAPD menyampaikan Rancangan KUA
PPAS ke DPRD untuk dibahas dengan
Badan Anggaran DPRD;

Hasil pembahasan dengan Badan
Anggaran DPRD  setelah  disetujui
ditetapkan dengan Perturan Bupati dan
digunakan sebagai dasar penyusunan
RAPBD.

. Penyusunan APBD

1.

Tim  Sekretariat TAPD  melakukan
koordinasi dan menghimpun data yang
disusun oleh OPD melalui Aplikasi
Perencananan dan Penganggaran sebagai
bahan penyusunan Rancangan APBD;

. TAPD melakukan evaluasi atas

Rancangan APBD yang disusun oleh Tim
Sekretariat TAPD;

. TAPD menyampaikan Rancangan APBD

ke DPRD untuk dibahas dengan Badan
Anggaran DPRD;

. Hasil pembahasan dengan Badan

Anggaran DPRD  setelah  disetujui
kemudian dilaporkan kepada Gubernur
sebagai evaluasi;

. Hasil evaluasi Gubernur disampaikan

kembali dalam dibahas dengan Badan
Anggaran DPRD untuk dilakukan
perbaikan;

. Rancangan APBD yang telah dilakukan

perbaikan melalui pembahasan dengan
Badan Anggaran DPRD kemudian




dilaporkan kepada Gubernur untuk
mendapatkan persetujuan.

D. Evaluasi Capaian Pelaksanaan APBD
Melaksanakan rekonsiliasi bersama OPD dan
BUMD atas evaluasi capaian pelaksanaan
APBD.

Langkah Akhir

A. Penetapan target pendapatan

1. Tim membuat rekapitulasi target anggaran
yang telah ditetapkan atas kesepakatan Tim
Pengarah dan Tim Teknis Penyelenggara
Koordinasi Perencanaan Pengelolaan
Pendapatan Daerah dengan OPD pengelola
pendapatan daerah dan BUMD;

2. Hasil penetapan target anggaran
disampaikan ke BAPERLITBANG untuk
dijadikan data awal penyusunan RKPD Kab.
Karanganyar.

B. Penyusunan KUA PPAS
Hasil pembahasan dengan Badan Anggaran
DPRD setelah disetujui ditetapkan dengan
Perturan Bupati dan digunakan sebagai
dasar penyusunan RAPBD.

C. Penyusunan APBD
Persetujuan Gubernur digunakan sebagai
dasar kesepakatan antara Bupati dan DPRD
dalam penetapan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.

D. Evaluasi Capaian Pelaksanaan APBD
Menyusun laporan hasil rekonsiliasi
bersama OPD dan BUMD atas evaluasi
capaian pelaksanaan APBD yang kemudian
disampaikan ke BAPERLITBANG sebagai
bahan evaluasi dalam penyusunan RKPD.




. Tim Internal BKD
melakukan verifikasi dan
evaluasi data potensi
pajak/retribusi daerah
yang dikirimkan OPD

Pajak dan
Retribusi Daerah
dari masing -
masing OPD
Pengelola

potensi pendapatan dari
masing - masing OPD
pengelola pendapatan dan
BUMD

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN BKD Tim Pengarah | OPD dan | Baperlitbang | Kelengkapan dan | Waktu Output Keterangan
dan Tim Teknis BUMD Pelaksana
1 2 3 4 5 6 i 8 9
1. BKD mengajukan Usulan Nama Anggota 3 hari | SK Tim Pengarah dan Tim
Tim Pengarah dan Tim Tim Pengarah Teknis penyelenggara
Teknis Penyelenggara dan Tim Teknis koordinasi perencanaan
y y penyelenggara pengelolaan pendapatan
Koordinasi Perencanaan koordinasi Haarich
Pengelolaan Pendapatan perencanaan
Daerah pengelolaan
pendapatan
daerah
. BKD menyusun jadwal SK Tim Pengarah | 2 hari | Susunan jadwal -
kegiatan dan pembagian dan Tim Teknis pelaksanaan Rakor dan
tugas Tim penyelenggara Pembagian Tugas TIm
koordinasi
perencanaan
pengelolaan
pendapatan
daerah
. BKD menyampaikan Blangko 3 hari | Rekapan data potensi -
surat permintaan potensi Permintaan data pajak dan Retribusi
ajak/retribusi kepada Potensi Daerah dari OPD
paj p Pendapatan pengelola Pendapatan dan
OPD ”—UOUWQMOHE BUMD
pendapatan daerah dan
Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
Data Potensi 2 hari Data sesuai dengan -




pengelola pendapatan
daerah dan BUMD

Pendapatan dan
BUMD

. Hasil pembahasan rapat
koordinasi Tim Pengarah

dan Tim Teknis

s ; Data Potensi 1 hari Rencana target
- Tim ~u engarah dan Tim > ﬁL Pajak dan pendapatan sesuai
Teknis Penyelenggara Retribusi Daerah dengan hasil pembahasan
Koordinasi Perencanaan dari OPD Tim Pengarah dan Tim
Pengelolaan Pendapatan Pengelola %mwswm vmﬁwm_m:mmmnm
Daerah melakukan Pendapatan dan koordinasi perencanaan
pembahasan hasil BUMD MMMWMWo_mms pendapatan
evaluasi dan verifikasi
data potensi
pajak/retribusi daerah
disesuaikan dengan
realisasi penerimaan
tahun sebelumnya
Data usulan 1 hari Hasil Paparan dari OPD
- OPD pengelola Rencana Pengelola pendaptan dan
pendapatan daerah dan Pendapatan dari BUMD
BUMD menyampaikan - masing ~masing
paparan dan penjelasan h OPD pengelola
potensi penerimaan mwumwﬁmﬁm: dan
pendapatan daerah yang
dikelola dihadapan Tim
Pengarah dan Tim Teknis
penyelenggara koordinasi
perencanaan pengelolaan
pendapatan daerah
Tim Pengarah 3 hari Rencana Target

Pendapatan sesuai

: . penyelenggara dengan Potensi
dan HHHB Teknis . ; koordinasi pendapatan dan
penyelenggara koordinasi perencanaan realisasinya
perencanaan pengelolaan pengelolaan




pendapatan daerah
dengan OPD pengelola
pendapatan daerah dan
BUMD ditetapkan
sebagai target
pendapatan tahun
berikutnya, sesuai
potensi yang ada.

pendapatan
daerah dan OPD
Pengelola
Pendapatan dan
BUMD

BAPERLITBANG untuk
dijadikan data awal
penyusunan APBD Kab.
Karanganyar.

) Data Target hasil | 2 hari Hasil rekapan
8. Tim membuat kesepakatan pembahasan rencana
rekapitulasi target antara Tim dan Target Pendapatan
anggaran yang telah OPD Pengelola
ditetapkan atas Pendapatan dan
kesepakatan Tim BUMD
Pengarah dan Tim Teknis
penyelenggara koordinasi
perencanaan pengelolaan
pendapatan daerah
dengan OPD pengelola
pendapatan daerah dan
BUMD
. Hasil penetapan target Hasil . 2 hari | Data awal penyusunan
pendapatan anggaran Rekapitulasi APBD Kabupaten
disampaikan ke Rencana Target Karanganyar.
Pendapatan




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP

9eo /1.283/SOP/ 1/2023

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

2 Januari 2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karg#ganyar

KURNIADI MAULATO, S. Sos., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

Nama SOP

Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Belanja dan
Pajak, Piutang serta Pendapatan

| Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

m‘
|

| 1.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang SOP (Standar
Operasional Prosedur) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan,;

PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,;
_Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
Perbup Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Badan

m
|
|

1.

. Memahami konsep pelaksanaan rekonsiliasi;

. Memahami prosedur pelaksanaan rekonsiliasi;

Memahami  sistem dan  prosedur akuntansi dan

pertanggungjawaban keuangan Daerah;

keuangan

b

)

_ Memahami aplikasi pengelolaan keuangan daerah.




Keterkaitan : Peralatan dan Kelengkapan
i
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemda 1. Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. SOP Pancatatan Akuntansi OPD 2. Komputer Server dan Client (Komputer PC)
3. SOP Koreksi Kesalahan; 3. Printer Laserjet
4. SOP Penerbitan SP2D 4. Flash Disk
- LINTAS BAGIAN 1. Bidang Perbendaharaan dan Kas BKD
2. Bidang Anggaran BKD
3. Bidang Akuntansi BKD
B 4. Inspektorat Kabupaten Karanganyar
Peringatan Pencataan dan Pendataan
Jika prosedur tidak dilakukan Laporan Keuangan OPD tidak | Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dapat tersaji secara valid
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No KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
OPD Kepala Badan Kabid v_wmwmmwﬂm@ Staf Adniin Kefengkapen i Chuipit
selaku PPKD Akuntansi Aintinsl Pelaksana
1. Membuat draft surat undangan rapat Rencana Kegiatan | 30 menit | Draft Surat Undangan
persiapan rekonsiliasi V_ ' Rekonsiliasi Persiapan
Tidak —
2. Memverifikasi draft surat undangan rapat Draft 10 menit | Draft Surat Undangan
persiapan rekonsiliasi < SuratUndanganPersiap Persiapan
an
3. Menandatangi  surat undangan rapat a Draft SuratUndangan 10 menit | Surat Undangan
persiapan rekonsiliasi <
4, Distribusi surat undangan rapat persiapan SuratUndangan 10 menit | Bukti Ekspedisi
rekonsiliasi kepada pihak terkait
_|||..|L
5, Persiapan  pelaksanaan rekonsiliasi tri i Daftar Hadir 1 jam Notulen Rapat
bulanan
|
6 Menyusun draft surat undangan kegiatan v Notulen Rapat, daftar | 30 menit | Draft Surat Undangan
rekonsiliasi dengan OPD 3 OPD, rencana kegiatan
Tidak [ i
i Memeriksa dan paraf draft surat undangan Draft Surat Undangan 10 menit | Draft Surat Undangan
kegiatan rekonsiliasi dengan OPD <
Tidak \4
8. Memeriksa dan paraf draft surat undangan Ya Draft Surat Undangan 10 menit | Draft Surat Undangan
kegiatan rekonsiliasi dengan OPD <
9. Menandatangani draft surat undangan Ya _ Draft Surat Undangan 15 menit | Surat Undangan
kegiatan rekonsiliasi dengan <
10. | Distribusi draft mciic;%éﬂ_ kegiatan Surat Undangan 2 hari Bukti distribusi N
iasi D kepada pihak
- 3l
1" Melaksanakan  rekonsiliasi  tribulanan ¥ < Surat Undangan 2 hari Daftar ~ Hadir, Data
bersama OPD (pencocokan dokumen kerja Realisasi terkini/update,
sumber dengan data pada aplikasi SIMDA Pengantar Berita Acara
Keuangan) .
v
12. | Mencetak BA hasil pelaksanaan rekonsiliasi Draft Berita Acara 15 menit | Draft BA Rekonsiliasi
dengan OPD
J
13. | MenandatanganiBA Rekonsiliasi ¥ Draft BA Rekonsiliasi 2 hari BA Rekonsiliasi
kerja
14. | Mengarsipkan hasil pelaksanaan BA Rekonsiliasi {hari kerja | Hasil pengarsipan BA
rekonsiliasi V__ i Rekonsiliasi




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP 900 /(. 299 /SOP/1/2023

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 2 Januari 2023

Disahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karaaganyar

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

Nama SOP Penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran Semester Pertama dan

prognosis 6 Bulan ke Depan.

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang SOP (Standar
Operasional Prosedur) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

1. Memahami sistem dan prosedur akuntansi keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan Daerah;

2. Memahami konsep Laporan Realisasi Anggaran,

3. Memahami Laporan Realisasi

Anggaran.

prosedur penyusunan




4. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;,

5. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Perbup Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Badan Keuangan Daerah.

Keterkaitan :

Peralatan dan Kelengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemda

1. Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2. SOP Pancatatan Akuntansi OPD 2. Komputer Server dan Client (Komputer PC)
3. SOP Rekonsiliasi Data Keuangan 3. Printer Laserjet
4. SOP Rekonsiliasi Data Aset 4. Flash Disk
5. SOP Rekonsiliasi Data Pendapatan
LINTAS BAGIAN 1. Bidang Perbendaharaan dan Kas BKD
2. Bidang Anggaran BKD
3. Bidang Akuntansi BKD
4. Inspektorat daerah Kabupaten Karanganyar

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan Laporan Keuangan OPD
dapat tersaji secara valid

tidak |

Disimpan sebagai data clektronik dan manual

CH
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PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Badan Kabid Kasubid Pada Staf Admin Kelengkapan Waktu Output
No KEGIATAN OPD Selaku PPKD Akuntansi Bidang Pelaksana KET
Akuntansi
Membuat Draft Surat Permintaan Prognosis LRA bulanan 15 menit Draft surat

Ke OPD

#
Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Draft Surat Permintaan | 15 menit Draft surat permintaan
Prognosis ke OPD Prognosis prognosis
Melakukan Verifikasi Surat Permintaan Draft Surat Permintaan | 15 menit Draft surat permintaan
Prognosis Ke OPD Prognosis prognosis
Menandatangani Surat Permintaan Draft Surat Permintaan | 15 menit surat permintaan
Prognosis Ke OPD Prognosis prognosis
Distribusi surat permintaan prognosis ke Surat Permintaan | 2 hari kerja Bukti distribusi  surat
OPD Prognosis permintaan prognosis ke
OPD
Menerima dan menghimpun data prognosis Data LRA dan prognosis | 3 harikerja Data LRA dan prognosis
dari OPD OPD 6 bulan ke depan OPD6 bulan ke depan
Menyusun  Laporan Realisasi Anggaran Data LRA dan prognosis | 1harikerja | Draft laporan realisasi
Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan OPD 6 bulan ke depan semester dan prognosis
Ke Depan , serta draft Surat Pengantar
permintaan tanda tangan bupati, draft Surat
Pengantar penyampaian Laporan Realisasi
W, Anggaran  Semester  Pertama dan | # W

Prognosis 6 Bulan Ke Depan ke DPRD,
Kementerian Keuangan RI.

8. Melakukan verifikasi Laporan Realisasi Draft Laporan Realisasi | 30 menit Draft Laporan Realisasi

Anggaran ~ Semester ~ Pertama dan
Prognosis 6 Bulan Ke Depan, serta draft
Surat Pengantar permintaan tanda tangan
bupati, draft Surat Pengantar penyampaian
Laporan Realisasi Anggaran Semester
Pertama dan Prognosis 6 Bulan Ke Depan
ke DPRD, Kementerian Keuangan

Anggaran Semester Anggaran Semester
Pertama dan Prognosis 6 Pertama dan Prognosis
Bulan Ke Depan 6 Bulan Ke Depan




PELAKSANA MUTU BAKU
No | KEGIATAN Kepala Badan Kabid w Kasubid Pada Staf Admin Kelengkapan Waktu Output KET
7 OPD Selaku PPKD Akuntansi Bidang Pelaksana
| 7 Akuntansi
Tu_ Melakukan verifikasi LRA Semester dan Draft laporan Realisasi | 10 menit Draft Laporan Realisasi
7 prognosis, dan menandatangai  Surat Semester dan Prognosis Anggaran Semester
Pengantar permintaan tanda tangan Bupati, < A Pertama dan Prognosis
| serta  Surat Pengantar penyampaian 6 Bulan Ke Depan
| Laporan Realisasi Anggaran Semester Surat Pengantar
' Pertama dan  Prognosis 6 Bulan Ke permintaan tanda
Depanke DPR, Kementrian Keuangan RI, tangan Bupali serta
Surat Pengantar
penyampaian  Laporan
Realisasi Anggaran
Semester Pertama dan
Prognosis 6 Bulan Ke
Depan ke  DPRD,
Kementrian ~ keuangan
RI,
|
[ 9 Menerima Laporan realisasi Semester dan Draft Laporan Realisasi | 2 harikerja Laporan Realisasi
Prognosis yang sudah ditangani Bupati ¥ Anggaran Semester Anggaran Semester

Beserta Surat Pengantar penyampaian,
mendistribusikannya kepada pihak yang
berkepentingan, ~ serta  mengarsipkan
Laporan realisasi Semester dan Prognosis

4
7
4
_
f

Pertama dan Prognosis 6
Bulan Ke Depan , Surat

Pengantar permintaan
tanda tangan Bupati, serta
Surat Pengantar
penyampaian Laporan
Realisasi Anggaran
Semester Pertama  dan
Prognosis 6 Bulan Ke
Depan ke DPRD,

Kementrian Keuangan R,

Pertama dan Prognosis
6 Bulan Ke Depan Serta
bukti distribusi
penyampaian  Laporan
semester dan prognosisi
ke DPRD, kementrian
keuangan R,




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP

oo /1. 300/SOP/ 1 /2023

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

2 Januari 2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karapganyar

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

|

Nama SOP

Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Keuangan Organisasi Perangkat
Daerah (LK-OPD)

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

4.

5.

. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang SOP (Standar

Operasional Prosedur) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan,;

PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
Perbup Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

fs

. Memahami konsep pelaksanaan Penyusunan LK-OPD;
. Memahami prosedur pelaksanaan Penyusunan LK-OPD;

. Memahami aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Memahami sistem dan prosedur akuntansi keuangan dan
pertanggungjawaban  keuangan Organisasi  Perangkat
Daerahi;




Kerja Badan

terkaitan :

Peralatan dan Kelengkapan

Ke

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. SOP Pancatatan Akuntansi OPD
3.
4.
5.

|
|
|
|

1. Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

|
|
|

2. Komputer Server dan Client (Komputer PC)

' 3. SOP Koreksi Kesalahan; 3. Printer Laserjet

SOP Penerbitan SP2D 4. Flash Disk

SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi

LINTAS BAGIAN 1. Bidang Perbendaharaan dan Kas BKD

f 2. Bidang Anggaran BKD
| 3. Bidang Akuntansi BKD
ﬂ 4. OPD se Kabupaten Karanganyar

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan Penyajian Laporan Keuangan
Organisasi Perangkat daerahtidak dapat tersaji secara valid

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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No KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
ook Kepala Badan Kabid vMMMmMN__“..mQ Staf b i Kelengkapan Waktu Output
selaku PPKD Akuntansi Abarkiiie] Pelaksana
1. | Membuat draft surat undangan rapat dan Rencana Kegiatan | 30 menit | Draft Surat Undangan
surat permintaan data » Penyusunan LK-OPD dan surat permintaan
2. | Memverifikasi draft surat undangan rapat Draft SuratUndangan 10 menit | Draft Surat Undangan
dan surat permintaan data < dan Permintaan Data dan surat permintaan
data
3. | Menandatangi surat undangan rapat dan Ya Draft SuratUndangan 20 menit | Draft Surat Undangan
Surat permintaan data < dan Permintaan Data dan surat permintaan
A T data
| 4. | Distribusi surat undangan, rapat persiapan [ SuratUndangan  dan 3Jam Bukti Ekspedisi
Penyusunan LK-OPD dan surat permintaan Surat permintaan data
data kepada pihak terkait
5. | Persiapan pelaksanaan Penyusunan LK Tidak A Daftar Hadir, daftar 1 jam Daftar  hadir daftar
OPD dan Penerimaan data pendukung dari > pererimaan berkas, penerimaan  dokumen
OPD pendukung
6 | Mmeriksa data pendukung dari OPD Berkas pendukung 30 menit | Daftar hadir . daftar
penerimaan dokumen
ya pendukung
7. | Koordinasi  terkait data  pendukung, Dokumen-  dokumen | 30menit | Konsistensi ~ dokumen
kelengkapan  data  pendukung  dan pendukung dan data pendukung dan data
penguijian data pada sistem. r pada Aplikasi pada aplikasi
8. | Kesiapan penyusunan LK-OPD Tidak Perintah  penyusunan | 10menit | Konsistensi ~ dokumen
P LK-OPD kepada pendukung dan data
o~ masing- masing OPD pada aplikasi
9. | Penyusunan LK OFD , Dokumen LK-OPD . A4Hari Dok LK-OPD ,
_ - Kerja |
| |
10. | Pengiriman LK-OPD ke Bidang Akuntans! Ar Dokumen LK-OPD © 2har Dokumen LK-OPD H,
dan dilakukan pengecekan . > kerja A
11 | Lapoan Keuangan - OPD sudah sesui Tidak Dokumen LK-OPD 2 hari Dokumen LK-OPD .ﬁ
standard yang ditetapkan kerja ,v
12. | Menyimpan LK-OPD untuk dilakukan Ya Dokumen LK-OPD 15 menit | Dokumen LK-OPD
konsolidasi >




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP %0 /1.301 /SOP/1/2023
Tanggal 2 Januari 2023
Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2 Januari 2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar

KURNIADI MAULATO, S. Sos., M. Si.
Pembiina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

Nama SOP

Pelaksanaan Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

|
|
|
|
|
!
|
[

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

' 1. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang SOP (Standar

|2,

ED
4.

5.

Operasional Prosedur) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan MENPAN Dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Perbup Karanganyar Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

1. Memahami sistem dan prosedur akuntansi keuangan
dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah;

2. Memahami konsep pelaksanaan Penyusunan LKPD;
3. Memahami prosedur pelaksanaan Penyusunan LKPD;

4. Memahami aplikasi pengelolaan keuangan daerah.




Keterkaitan :

Peralatan dan Kelengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1. Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2. SOP Koreksi Kesalahan; 2. Komputer Server dan Client (Komputer PC)
3. SOP Penerbitan SP2D 3. Printer Laserjet
4. SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi 4. Flash Disk
LINTAS BAGIAN 1. Bidang Perbendaharaan dan Kas BKD
2. Bidang Anggaran BKD
3. Bidang Akuntansi BKD
4. OPD se Kabupaten Karanganyar
5. Inspektorat Daerah

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan Penyajian Laporan Keuangan
' Pemerintah daerahtidak dapat tersaji secara valid

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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No KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU KET
OPD g e e v_ww_www_”_—w_ua sl Inspektorat i i i
selaku PPKD Akuntansi Ak ; Pelaksana
untansi
1. Membuat draft surat undangan rapat dan Rencana Kegiatan | 30 menit | Draft Surat Undangan
surat permintaan data ) » Penyusunan LKPDdan dan surat permintaan
Tidak Surat permintaan data data
2 Memverifikasi draft surat undangan rapat Draft SuratUndangan 10 menit | Draft Surat Undangan
dan surat permintaan data < dan Permintaan Data dan surat permintaan
data
3. Menandatangi surat undangan rapat dan Ya Draft SuratUndangan 20 menit | Draft Surat Undangan
Surat permintaan data 1 ¢ dan Permintaan Data dan surat permintaan
T data
4 Distribusi surat undangan, rapat persiapan _ SuratUndangan  dan 3Jam Bukti Ekspedisi
Penyusunan LKPD dan surat permintaan Surat permintaan data
data kepada pihak terkait
5 Persiapan pelaksanaan Penyusunan LKPD, Tidak A Daftar  Hadir, daftar 1 jam Daftar  hadir daftar
Penerimaan data pendukung dari OPD dan B penerimaan berkas, penerimaan  dokumen
verifikasi data. pendukung
6 Mmeriksa data dan pendukung dari OPD Berkas pendukung 30 menit | Daftar hadir . daftar
< penerimaan dokumen
_ ya pendukung
7. Koordinasi  terkait data  pendukung, v Dokumen-  dokumen 25hari Konsistensi dokumen
kelengkapan ~ data  pendukung  dan pendukung dan data kerja pendukung dan data
pengujian data pada sistem. \ pada Aplikasi pada aplikasi
8. Kesiapan penyusunan LKPD Tidak Dokumen-  dokumen | 60 menit | Konsistensi dokumen
pendukung dan data pendukung dan data
- pada Aplikasi pada aplikasi
__1ya : .
9. Penyusunan LKPD, Konsolidasi atas LK L ) Dokumen-  dokumen 9 Hari Dokumen LKPD
OPD pendukung dan data Kerja
’ pada Aplikas ) i
10. | Pengirman LKPD ke Inspektorat daerah Tidak Y Dokumen-  dokumen 2 hai Dokumen LKFPD
untuk di Review pendukung dan data kerja
/ pada Aplikasi
11 | LKPD Selesai di Review, proses penanda ya Dokumen-  dokumen 2 haii Dokumen LKPD
tanganan, dan  pengiriman LKPD L pendukung dan data kerja
UNAUDITED ke BPKRI Perwakilan Jawa = pada Aplikasi
Tengah
12. | Menyimpan LKPD untuk dilakukan Proses o Dokumen-  dokumen | 15 menit | Dokumen LKPD
Audit Selanjutnya Ll pendukung dan data
pada Aplikasi




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP

90 /1-281/SOP/ 1 /2023

Tanggal Pembuatan

2 Januari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

2 Januari 2023

Disahkan oleh

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kargfiganyar

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

Nama SOP

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D)

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

WH.

|

2.

' 3.

8

8.

. Undang-undang Nomor

Undang-undang
Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1
Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintah Daerah;

Nomor 17 Tahun 2003

Tahun 2004

33 Tahun 2004

tentang
tentang
tentang

tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

Standar Akuntansi Pemerintahan;

Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

1. Memahami regulasi, petunjuk pelaksanaan dan sistem prosedur
pengelolaan keuangan;

\V)

» oo

ul

6. Cermat dan teliti

. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIMDA;
Memahami DPA SKPD /SKPKD;
Memahami prosedur pengadaan Barang dan Jasa

Memahami administrasi pengelolaan belanja daerah




Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Keterkaitan : Peralatan dan Kelengkapan
1. SOP Pertanggungjawaban APBD 1. Komputer dan Printer
2. SOP Laporan Keuangan SKPD 2. Aplikasi program SIMDA
8. ATK
4. DPA SKPD/SKPKD
5. Anggaran Kas
6. SPD
7. Dokumen SPM SKPD/SKPKD
8. Dokumen Pendukung
Lintas Dinas/Kantor/Bagian/Bidang 1. Kepala BKD
2. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
3. Bidang Anggaran
4. SKPD
Peringatan Pencataan dan Pendataan
Penerbitan SP2D harus didukung  bukti-bukti | Dilaporkan dalam bentuk Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dan
pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan | Rekonsiliasi dengan Pihak Bank
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan.
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SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

i- Vieneliti/memeriksa kembali SPM beserta

H dokumen pendukung dan kesesuaian dana antara
draft SP2D dengan anggaran kas

- Koordinasi apabila SPM salah dan dokumen

pendukung tidak memenuhi syarat/tidak lengkap
serta tidak sesuai dengan anggaran kas
- Memparaf draft SP2D dan Daftar Penguji

Draft SP2D dan Daftar
Penguji yang sudah diparaf
Kasubid Perbendaharaan

Penguji yang sudah di
paraf Kabid

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN satker/ Kaban Ket
Unit Staf Kasubid Kabid selaku Bank Kelengkapan Output
BUD
1 |Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) SPM yang ditanda tangani
beserta dokumen pendukung _ “ > PA/KPA serta dokumen
pendukung
2 | - Menerima dan memeriksa/mengoreksi/meneliti SPM yang ditanda tangani Draft SP2D dan DaftarjApabila SPM salah atau
SPM beserta dokumen pendukung serta PA/KPA serta dokumen Penguji dokumen pendukung tidak
menyesuaikan dengan anngaran kas | pendukung memenuhi syarat maka akan
- Koordinasi apabila SPM salah dan dokumen berkoordinasi dengan
pendukung tidak memenuhi syarat/tidak lengkap Satker/unit
serta tidak sesuai dengan anggaran kas
- Pencatatan SPM dan SP2D
- Pencetakan draft SP2D dan Daftar Penguji
3 | - Meneliti/memeriksa draft SP2D SPM dan dokumen pendukung Draft SP2D dan Daftar|Apabila masih ditemukan
- Meneliti/memeriksa kembali SPM beserta yang sudah dikoreksi oleh Penguji yang sudah dijkesalahan pada SPM atau
dokumen pendukung dan kesesuaian dana antara staf paraf Kasubid dokumen pendukung tidak
- Koordinasi apabila SPM salah dan dokumen memenuhi syarat maka akan
pendukung tidak memenuhi syarat/tidak lengkap berkoordinasi dengan
serta tidak sesuai dengan anggaran kas Staf/Satker/Unit
- Memparaf draft SP2D dan Daftar Penguji
4 | - Meneliti/fmemeriksa draft SP2D

Draft SP2D dan Daftar]Apabila masih ditemukan

kesalahan pada SPVi atau
dokumen pendukung tidak
memenuhi syarat maka akan
berkoordinasi dengan
Kasubid/Satker/Unit

i

5 § - Penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah Draft SP2D dan Daftar SP2D dan Daftar Penerbitan SP2D paling lama
memenuhi persyaratan (Penandatanganan SP2D) Penguji yang sudah diparaf Penguji yang ditanda |2 (dua) hari kerja terhitung
) Kabid Perbendaharaan dan tangani Kaban sejak diterimanya SPm
Kasda secara lengkap dan benar
- Penolakan penerbitan SP2D, apabila SPM sudah Penolakan Penerbitan SP2D
diinput dan diajukan tidak memenuhi persyaratan paling lama 1 (satu) hari
(Penandatanganan Penolakan SP2D) kerja terhitung sejak
6 {Memilah dan menyiapkan SP2D dan Daftar Penguji ﬂJ\ SP2D dan Daftar Penguji yang SP2D dan Daftar SP2D untuk Bank, Satker/unit
untuk proses pencairan sudah ditanda tangani Kaban Penguji dan Arsip
7 |Proses pencairan dana

Pentransferan ke penerima




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP 900 /1. 302 /SOP/ 1 /2023

Tanggal Pembuatan |2 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 2 Januari 2023

Disahkan Oleh KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

e

KURNIADI MAULATO., S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197005101990031006

BIDANG ASET DAERAH

Nama SOP : Pelayanan Peminjaman BPKB

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

l.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

1. Memahami Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah
2.Menguasai dan memahami mekanisme Pelayanan Peminjaman BPKB

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pelayanan Peminjaman BPKB

1. Komputer/Laptop
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pengamanan dan pemanfaatan dokumen Barang Milik Daerah

Pengelola Barang menatausahakan pengamanan BPKB




BAGAN ALUR PELAYANAN PEMINJAMAN BPKB

SOP PELAYANAN PEMINJAMAN BPKB

Pelaksana

Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengguna Kasubbid. . Kepala BKD i
Barang Pemanfaatan dan U_Am_ua;»wﬁ selaku Pejabat i SElpiE
aerah selaku Bagian Daerahselaku
(OPD) Pengamanan p B Penatausahaan Huk p ol Bupati Persyaratan/ Kelengkapan Waktu Output Ket.
ik PYaale , ozwﬁ:m arang Batang ukum engelola upati
engelola Barang
1. | Surat permohonan yang Surat permohonan dari OPD 1 hari | Disposisi Kepala
ditandatangani Kepala OPD Mula BKD atas surat
m u permohonan dari
| OPD
2. | Berdasarkan disposisi Kepala BKD, Disposisi Kepala BKD atas 10 Disposisi  Kabid
Kabid Aset Daerah surat permohonan dari OPD menit | Aset Daerah
memerintahkan,Kasubbid
Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
Daerah untuk memverifikasi data
BPKB yang akan dipiinjamkan dan < —
membuat konsep tanda terima
3. | Menindaklanjuti disposisi Kabid Aset Disposisi Kabid Aset Daerah 5] Konsep Dokumen
Daerah,Kasubbid.Pemanfaatan ~ dan _I\.._ atas surat permohonan dari | menit | tanda terima
Pengamanan Aset Daerah OPD
memverifikasi data BPKB yang akan
dipiinjamkan dan membuat konsep
tanda terima
v
4, Kabid Aset Daerah menandatangani Dokumen tanda terima 10 Dokumen  tanda
Dokumen  Tanda Terima Pinjam m U menit | terima
BPKB
Berdasarkan verifikasi data, Subid Dokumen tanda terima yang 15 Dokumen  tanda
5. | Pemanfaatan dan Pengamanan Aset telah ditandatangani menit | terima yang telah
Daerah menyiapkan fisik BPKB yang o v ditandatangani
akan dipinjamkan - dan fisik BPKB
yang akan
dipinjamkan
6. | Subid Pemanfaatan dan Pengamanan ﬁ Dokumen tanda terima dan 5 Dokumen tanda
Aset Daerah menyerahkan dokumen ﬂu_ fisik BPKB yang dipinjam menit | terima yang telah
tanda terima dan fisik BPKB yang A ditandatangani

akan dipinjamkan

dan fisik BPKB
yang dipinjamkan




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nomor SOP 900 /1.303 /SOP/1 /2023

Tanggal Pembuatan 2 Januari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 2 Januari 2023

Disahkan oleh Kepala BKD Kabupaten Karanganyar

KURNIADI MAULATO, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

Nama SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum :

Kualitas Pelaksanaan

1.

2

3.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan BMD/ Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
petunjuk teknis Penerbitan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Penyusunan Barang Milik Daerah

1. Memahami Penatausahaan Barang Milik Daerah

2. Memahami Konsep Rekonsiliasi Data Aset daerah

Keterkaitan :

Peralatan dan Kelengkapan

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Pemda
2. SOP Pancatatan Akuntansi OPD

1. Program Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Komputer Server dan Client (Komputer PC)




' 3. SOP Rekonsiliasi Data Keuanganm

3. Printer Laserjet

4. SOP Rekonsiliasi Data Aset 4. Flash Disk
' 5. SOP Penyusunan Kertas Kerja dan Lampiran CALK
LINTAS BAGIAN 1. Bidang Akuntansi BKD
2. Bagian Pemerintahan Setda kabupaten Karanganyar
3. Bidang Anggaran BKD
4. Inspektorat Kabupaten Karanganyar
5. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Jika prosedur tidak dilakukan Laporan Keuangan OPD tidak
_ dapat tersaji secara valid

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PEMBUKUAN

SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

7 L. Pendaftaran dan Pencatatan BMD pada Semua data yang memenuhi kriteria BMD | Setiap 1 semester Tersusunnya Daftar Barang
Pengguna (Enam bulan) sekali Pengguna

2. Pendaftaran dan Pencatatan BMD pada Semua data yang memenuhi kriteria BMD | Setiap 1 semester Tersusunnya Daftar Barang
pembantu Pengeloladan Pengelola » (Enambulan) sekali Pengelola

Data Tanah, Gedung dan Bangunan, | Setiap 1 semester Terselenggaranya kegiatan

3. Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang
(KIB)

. KIB A (Tanah)

KIB B (GedungdanBangunan)

. KIB C (PeralatandanMesin)

KIB D (Jalan, IrigasidanJaringan)

. KIB E (AsetTetapLainnya) —

KIB F (KonstruksiDalamPengerjaan)

a0 a0 oW

Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan

Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi
Dalam Pengerjaan dan Data Ruangan

(Enambulan) sekali

Pelaporan BMD, meliputi :
1.Aset Tetap yang terdiri dari:
a.Tanah
b.Peralatan dan Mesin
c.Gedung dan Bangunan
d.Jalan, Irigasi dan Jaringan
e.Aset Tetap Lainnya
2.Aset Lainnya

4. Rekonsiliasi Data dalam Pencatatan dan
Pendaftaran BMD

1.KIB A (Tanah)
2.KIB B (Gedung dan Bangunan)

3.KIB C (Peralatan dan Mesin)
4.KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)
5.KIB L (Aset Tetap Lainnya) —

6.KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)
7.Mutasi Barang

Daftar Barang Milik
Daerah (DBMD)
setiap semester

Jika data telah benar akan menjadi data awal
untuk dilakukan inventarisasi. Jika data belum
benar, dilakukan Rekonsiliasi

Tidak

IINVENTARISASI
1. Perhitungan, Pengurusan, | Ya Hasil Rekonsiliasi BMD Setiap semester Terselenggaranya pengendalian,
Penyelenggaraan, Pengaturan, Pencatatan Pemanfaatan, Pengamanan dan
Data dan Pelaporan BMD Pengawasan setiap barang dalam
bentuk Buku Inventaris pada
Pengguna.




2. Laporan Penyusunan Buku Inventaris

Buku Inventaris pada pengguna

Setiap semester

Tersusunnya Buku Inventaris pada
Pegelola.

PELAPORAN

1. Kuasa Pengguna/Pengguna
menyampaikan Laporan Pengguna Barang
Semesteran danTahunan

Laporan Pengguna Barang

1 semester (6bulan)
1 tahun

Tersusunnya Buku Induk
Inventarisasi Pemkab

5 Tahun sekali

5 Tahun
2. Penyusunan Rekapitulasi Laporan Laporan Pengguna Barang Semesteran 1 semester Tersusunnya Laporan Pengguna
Pengguna Barang Semesteran dan Lima Barang Semesteran
tahunan
3. Penyusunan Neraca Daerah Data Barang Milik Daerah 1 tahun Tersusunnya Laporan Keuangan
Daerah dan siap diaudit oleh BPK
4. Sensus Barang Daerah pada Pengguna Data Barang Milik Daerah Maksimal Buku Inventaris

5. Sensus Barang Daerah pada Pembantu
| Pengelola

—te

Buku Induk Inventaris

5 Tahun sekali

Tersusuniya Buku Induk Inventaris

6. Penyusunan Saldo Awal

Buku Induk Inventaris

1 Tahun sekali

Terlaksanannya penyusunan Saldo
Awal pada Daftar Mutas Barang
tahun berikutnya, selanjutnya untuk
tahun-tahun berikutnya
Pengguna/Kuasa Pengguna dan
Pengelolahanya membuat Daftar
Mutasi Barang (bertambah dan /
atau berkurang) dalam bentuk
Rekapitulasi BMD
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Kepala BKD Kabupaten Karanganyar

Disahkan Oleh

KURNIADI MAULATO, S.Sos.M.Si
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NIP. 19700510 199003 1 006

BIDANG ASET DAERAH

Nama SOP : Penjualan Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Umoamw_
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor |
547).

1. Memahami Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Menguasai dan memahami mekanisme pemindahtanganan BMD dan
penghapusan BMD

Keterkaitan :

Peralatan /Perlengkapan :

1. SOP Hibah BMD pada Pengelola Barang yang didasarkan
pada inisiatif Bupati;

2. SOP Hibah BMD pada Pengelola Barang;

3. SOP Penghapusan BMD.

1. Buku dan Peraturan-peraturan
2. Komputer/Laptop
3. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Apabila penjualan BMD memerlukan persetujuan DPRD,
Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan
persetujuan penjualan kepada DPRD.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) BMD, segera diajukan
usulan penghapusan BMD




- Apabila persetujuan Bupati atau persetujuan DPRD
melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum
dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan
penilaian ulang.




SOP Penjualan BMD

BAGAN ALUR PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

oleh Tim

Pelaksana
Mutu Baku
Pengguna Kabid. ;
Wig Uraian Prosedur wmmm:m Kasubbid. Tim Aset Daerah| Kepala BKD mW_MMMM_v
’ (OPD) Pendataan Aset Pelaksana selaku Selaku Pejabat Bagian e — Persyaratan/ Wakt Outout Ket
Daerah Pengelolaan | Pengurus | Penatausahaan Hukum wn — HER Kelengkapan i utpu '
BMD Barang Barang Pengelols
Barang
Pengelola
1. | Pengguna Barang (OPD) Dilampiri : 3 hari Usulan
mengajukan usulan - DataBMD Permohonan
permohonan penghapusan - Pertimbangan Penghapusan
BMD kepada Bupati melalui penghapusan BMD melalui
Sekretaris Daerah a V_(_|\_|IV - pertimbangan dari penjualan
aspek teknis, kepada Bupati
ekonomis, dan
yuridis
2. | Kasubbid.  Pendataan Aset Usulan 4 hari Hasil penelitian
Daerah menerima berkas < < lg [ g Permohonan BMD sementara
usulan  penghapusan BMD. II\_ {\._4 _/.\l_l Penghapusan BMD
Selanjutnya disampaikan melalui penjualan
kepada Tim  Pelaksana
Pengelolaan BMD untuk
dilakukan  penelitian  data
administrasif dan penelitian
fisik.
3. Tim Peclaksana Pengelolaan o Usulan 4 hari Berita Acara
BMD melakukan penelitian il Permohonan Penelitian
data administratif dan Penghapusan BMD Penjualan BMD
penelitian  fisik  terhadap melalui Penjualan
usulan penghapusan melalui
penjualan.  Hasil penelitian
dittangkan dalam  Berita
Acara  Penelitian Penjualan
BMD dan ditandatangani




Kasubbid.  Pendataan Aset
Daerah  menerima  Berita
Acara Penelitian Penjualan
BMD dari Tim Pelaksana
Pengelolaan BMD, kemudian
membuat draf surat Sekretaris
Daerah kepada Bupati perihal
Persetujuan Penjualan BMD
melalui Asisten Administrasi.
Selanjutnya bersama Tim
Penaksir melakukan }egiatan
pengecckan fisik dan
penaksiran atas BMD yang
akan dijual. Hasil penaksiran
dijadikan dasar penetapan/
nilai limit penjualan BMD.

]

v

\

- Usulan permohonan
penjualan BMD

- Berita Acara
Penelitian
Penjualan BMD

- Hasil Taksiran
BMD

10 hari

Draf Surat
Sekda  kepada
Bupati  perihal
Persetujuan
Penjualan

BMD

Sekretaris Daerah
menandatangani  draf’  Surat
Sekda kepada Bupati perihal
persetujuan penjualan BMD
dan menyampaikan kepada
Bupati dilampiri Berita Acara
Penelitian  dan  Penilaian
BMD serta hasil taksiran
BMD.

- Usulan permohonan
penjualan BMD

- Berita Acara
Penelitian dan
Penilaian BMD

- Hasil Taksiran
BMD

4 hari

Surat Sekda
kepada  Bupati
perihal
persetujuan
penjualan BMD

Berdasarkan Berita Acara
Peneclitian  dan  Penilaian
BMD scita hasil taksiran
BMD. apabila  Bupati
memandang bahwa penjualan
BMD dapat disetujui maka

selanjutnya  dibuat ~ Draf

Keputusan Bupati tentang
Persetujuan Penjualan BMD

Y

Surat Sekda kepada
Bupati perihal
persetujuan
penjualan BMD
Berita Acara
Penelitian dan
Penilaian BMD
Hasil Taksiran
BMD

2 hari

Draf Keputusan
Bupati tentang
Persetujuan

Penjualan BMD




7. Kasubbid. ~ Pendataan Aset - Surat Sekda kepada | 2 hari | Draf SK Bupati
Daerah membuat  draf SK [ o _ Bupati perihal tentang
Bupati tentang Persetujuan L persetujuan Persetujuan
Penjualan BMD selanjutnya penjualan BMD Penjualan
mengirim ke Bagian Hukum - Berita Acara BMD
untuk dilakukan koreksi Penelitian Pdan
Penilaian BMD
- Hasil Taksiran
BMD
8. Bagian Hukum melakukan - Surat Sekda kepada | 7 hari | Draf SK Bupati
koreksi draf SK  Bupati A - Bupati perihal tentang
tentang Persetujuan Penjualan E > persetujuan Persetujuan
BMD. Hasil koreksi penjualan BMD Penjualan
dikembalikan ke Kasubbid. - Berita Acara BMD telah
Pendataan Aset Daerah Penelitian Pdan dikoreksi
Penilaian BMD Bagian Hukum
- Hasil Taksiran
# BMD
9. Draf  Keputusan Bupati 3\ - Berita Acara 2 hari Naskah SK
tentang Persetujuan Penjualan Penelitian Bupati tentang
BMD vang telah selesai Penjualan BMD Persetujuan
dikoreksi oleh Bagian Hukum - Hasil Taksiran Penjualan
diserahkan kepada Kepala BMD BMD
Bidang Aset Daerah dan
Kepala BKD untuk > \_
dimintakan paraf persetujuan
pengajuan naskah Keputusan
Bupati tentang  Penjualan
,ﬁ BMD
|
LU Kepala BKD siciiandatangani - Berita Acara | 4 hari | Naskah SK
paraf  pengajuan naskah Penelitian Bupati  tentang
| Keputusan Bupati  tentang Penjualan BMD Persctujuan
Persetujuan Penjualan BMD, - Hasil Taksiran Penjualan
selanjutnya naskah Keputusan A BMD BMD

Bupati  tentang Persetujuan
Penjualan  BMD  tersebut
dikirim ke Bagian Hukum
untuk dibuatkan pengantar
ajuan tanda tangan kepada
Bupati melalui  Sekretaris
Daerah dan Asisten
Administrasi.




11.

Bupati menandatangani

Persetujuan Penjualan  BMD

Persetujuan

Permintaan

. - Naskah Dinas | 4 hari | SK Bupati tentang
naskah  Keputusan w:.cm: pengajuan dral’ SK Persetujuan
S_E.Em 1032&..5: Bupati tentang Penjualan  BMD
Penjualan BMD  sekaligus Persetujuan ditandatangani
mencantumkan penjualan Penjualan BMD Bupati
akan  dilaksanakan  secara _I_ .
lelang atau tanpa lelang. SK ﬂ_ < < _/\._4 H_ g |Av
Bupati yang telah
ditandatangani dikembalikan %
kepada BKD melalui Bagian
Hukum

12. | Apabila SK Bupati tentang SK Bupati tentang | 4 hari | Surat Pengajuan

A

merupakan penjualan BMD
yang dilakukan secara lelang,
maka Seckda  mengajukan
permintaan penjualan  BMD
dengan cara lelang kepada
Kantor Peclayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL).
Apabila SK Bupati tentang
Persetujuan Penjualan BMD
merupakan penjualan BMD
yang dilakukan secara tanpa
lelang. Sekda  melakukan
penjualan  BMD secara
penjualan terbuka.
Selanjutnya  hasil penjualan
BMD  yang dilaksanakan
secara lelang dan tanpa lelang
disetor ke Rekening Kas
Daerah

L

Selesai

Penjualan BMD
ditandatangani
Bupati

Penjualan BMD
kepada  Kantor
Pelayanan
Kekayaan Negara
dan Lelang
(KPKNL)  jika
penjualan  BMD
dilaksanakan
secara lelang.
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KURNIADI MAULATO, S.Sos.M.Si
- Pembina Utama Muda

NIP. 19700510 199003 1 006
Nama SOP : Penghapusan karena penjualan atas BMD
'DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang| 1. Memahami Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran vang berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 2. Menguasai dan memahami mekanisme pemindahtanganan BMD dan

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 penghapusan BMD
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547).

|

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang | 1. Komputer/Laptop
yang didasarkan pada permohonan dari pihak penerima | 2. ATK
hibah;

2. SOP Pemusnahan BMD pada Pengelola Barang; .

3. SOP Penghapusan BMD karena Pemusnahan pada
Pengelola Barang.




Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

_Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari
penghapusan BMD karena penjualan harus dicantumkan
dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran dan

Tahunan Pengguna Barang

Pengelola Barang menghapus barang dari Daftar BMD berdasarkan
Keputusan Bupati tentang Penghapusan BMD




BAGAN ALUR PENGHAPUSAN KARENA PENJUALAN ATAS BARANG MILIK DAERAH

SOP Penghapusan karena Penjualan Atas BMD

Pelaksana
Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Pengguna Kasubbid. Kabid. Aset Kepala EAU Sekretaris
Barang Pendataan Aset Daerah selaku selaks Pejatat Bagian Daersh
(OPD) S ‘ N Penatausahaan o selaku . Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output Ket.
Daerah Pengurus Barang Hukum Bupati
Barang Pengelola
Pengelola
Barang
1. Berdasarkan Berita Acara Serah L Berita ~ Acara  Serah | hari | Draf Keputusan
Terima (BAST) Penjualan BMD. o Terima (BAST) Penjualan Bupati  tentang
Kasubbid. Pendataan Aset Daerah BMD Penghapusan
mengonsep draf Keputusan Bupati BMD
tentang Penghapusan BMD dan _l.\n_
mengirim ke Bagian Hukum untuk
dilakukan koreksi k
2 Bagian Hukum melakukan koreksi ] Berita Acara Serah 7 hari Draf  Keputusan
draf Keputusan Bupati tentang v Terima (BAST) Penjualan Bupati  tentang
Penghapusan BMD.  selanjutnya BMD Penghapusan
hasil koreksi dikembalikan ke BMD telah
Kasubbid. Pendataan Aset Daerah dikoreksi Bagian
_ < I Hukum
3 Draf Keputusan Bupati  tentang L Berita ~ Acara Serah 2 hari Naskah
Penghapusan BMD  yang telah Terima (BAST) penjualan Keputusan
sclesai dikoreksi  oleh  Bagian B - BMD Bupati tentang
rukum diserahkan kepada Kepala j Vﬁ Penghapusan
Bidang Aset Daerah dan Kepala BMD
| BKD untuk dimintakan paraf
persetujuan  pengajuan  naskah
Keputusan Bupati tentang
Penghapusan BMD.




Kepala BKD menandatangani paraf
pengajuan naskah Keputusan Bupati
tentang Penghapusan BMD,
selanjutnya naskah Keputusan Bupati
tentang Penghapusan BMD  tersebut

Berita Acara Serah
Terima (BAST) Penjualan
BMD

Naskah
Keputusan Sekda
tentang
Penghapusan
BMD

dikirim ke Bagian Hukum untuk
diminta  fandastangankan  kepada
Bupati  melalii  Sekretaris Daerah
dan Asisten Administrasi.

O

Bupati menandatangani  naskah Berita  Acara Serah 4 hari Keputusan Bupati
Keputusan  Bupati tentang Terima (BAST) Penjualan tentang
Penghapusan BMD. SK Bupati yang BMD Penghapusan
telah  ditandatangani  dikembalikan 4 BMD

kepada BKD melalui Bagian Hukum T ¢ * E E

Berdasarkan SK Bupati  tentang _ - Risalah Lelang/Akta 2 hari Penghapusan .
Penghapusan  BMD, Sekretaris Penjualan wmq.m:m dari
Dacrah  selaku  Pengelola  BMD _ Berita  Acara  Serah Daftar BMD

menghapus barang dari daftar BMD. Terima (BAST), dalam

hal penjualan dilakukan
dalam bentuk penjualan
secara lelang;

- Berita ~ Acara  Serah
Terima (BAST). dalam
hal penjualan dilakukan
dalam bentuk penjualan
tanpa lelang
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